
3. Undang-Undang . 

a. bahwa untuk melaksanakan Permeodagri 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam rangka 
mengoptimalkan penggunaan anggaran pernerintah daerah 
secara efisien, efektif dan tepat sasaran, maka dipandang perlu 
menetapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penerima 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan 
daerah pada Organisasi Peranglcat Daerah Kabupaten Biak 
Numfor, maka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah harus tertib dan memenuhi ketentuan pengelolaan 
keuangan negara; 

c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pada 
Organisasi Perangkat Daerah perlu menetapkan Pengelola 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak 
Numfor. 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, 
huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Biak Numfor tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penerima 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai Pengelola 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 
2021; 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 
tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten - 
kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia ta.bun 1969 Noroor 47); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

BUPATI BIAK NUMFOR, 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

BUPATI BIAK NUMFOR 
PROVINS! PAPUA 

PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR 
NOMOR 22 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENETAPAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 
PENERIMA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) 

SEBAGAI PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) 
KABUPATEN BIAK NUMFOR 



9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 
ten tang Pembentu.kan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Daerah Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 4027) 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503); 

13. Peraturan Pemerintah . 

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842); 

4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4335); 

6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 
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24.Peraturan Menteri . 

13. Pcraturan Pcmerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan MinimaJ 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

16. Peraturan Pemerintah Negara Republik Nomor 6 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614; 

18. Peraturan Pemrintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daearah 
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik lndoensia Tahun 2016 
Nomor 114) 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndoensia Tahun 
2019 Nomor 187) 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 l sebagaimana telah doibah 
dengan Perauran Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2018 Tentang Pcmbentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
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6.Sekretaris Daerah . 
1945. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Biak Nurnfor 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kabupaten Biak Numfor dan seluruh 

Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor. 
3. Bupati adalah Bupati Biak Numfor. 
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerahyangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom 

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
.. ;<>t,.m ri,m ~""";!' N,-eAra l<~'>!'l.tuan Republik Indonesia sebagaimana 

· · ' .. ' " "· -- ··- - cublik Indonesia Tahun ------- ...... _._ ............ -··--·b _ ...... --... .. b ...,. ....... ....,,cA,.1 ...... b~(A. ....... 

Menetapkan: ORGANISASI PERANOKAT DAERAH (OPD) PENERIMA DOKUMEN 
PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENGGUNA SEBAGAI 
PENOELOLA ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
(APBD) KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN ANGGARAN 2021 

MEMUTUSKAN 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Penyunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018 
tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor 
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Biel: 
Numfor Tahun 2018 Nomor 4); 

?7 P ... Mh1Mn n..,,..,.ah 1(?.1:-•.~;:,?.ten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019 
,e11w.11is .rvi..oil.-Pokok Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Biak NumforTahun 2019 Nomor l); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2021 
tentang Anggaran Pendapaatn Belanja Dacrah Kabupaten Biak 
Numfor Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Biak NumforTahun 2021 Nomor 11; 

29. Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2021 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapaatn Belanja Daerah 
Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2021 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 Nomor 3); 
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BAB II . 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor. 
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah 

unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Biak Numfor dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah Kabupaten Biak Numfor, terdiri dari Sekretariat Daerah, 
Dekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan 

8. Pengguna Anggaran atau PA adalah pejabat yang memegang kewenangan 
penggunaan anggaran dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran 
pada organisasi perangkat daerah yang bersangkutan. Setiap kepala OPD 
adalah Pengguna Anggaran. 

9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau PPI'K adalah pejabat pada unit kerja 
SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim 
yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris 
daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan 
kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari 
pejabat perencana daerah, pejabat PPKD dan pejabat pada SKPD lain sesuai 
dengan kebutuhan. 

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 
kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum 
daerah 

12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang 
bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah yaitu pejabat 
yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah menerima, menyimpan, dan 
membayar/menyerahkan uang atau surat berharga dan/atau barang-barang 
daerah. 

13. Bendahara peneriroaan bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan 
dalam rangka pelaksanaan APBD 

14. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, 
membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk 
keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD 

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan 
daerah. 

16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau DPA adalah merupakan dokumen 
yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai 
dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran 

17. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 

18. Organisasi Perangkat Daerah Penerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
adalah OPD yang melaksanakan kewenangan pengelolaan keuangan daerah 
mulai dari perencanan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan serta 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 
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I. menetapkan . 

Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan 
mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

Pasal 4 
1. Kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah 

mempunyai kewenangan: 
a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang 

perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD; 

b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang 
perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungiawaban 
pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; 

c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan 
APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; 

d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah; 
e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan 

Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau 
masyarakat; 

f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD; 
g. menetapkan KPA; 
h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; 
1. menetapkan peiabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah 

dan retribusi daerah; 
J. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan 

Piutang Daerah; 
k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan 

memerintahkan pembayaran; 

Bagian Pertama 
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 3 

BAB II 
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 

Pasal 2 
Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang 
melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan 
Keuangan Daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah 
dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang 
dilakukan secara elektronik. Dokumen dalam Peraturan Menteri ini, disajikan 
dalam bentuk ilustrasi dokumen berupa contoh yang menggambarkan kebutuhan 
informasi yang bersifat dinamis dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan 
daerah. 
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2.Koordinator . 

Pasal 8 
1. Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 7 

paling scdikit meliputi: 
a. koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan 

daerah; 

b. koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah; 
c. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. 

Bagian Kedua 
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 7 
Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mernpunyai 
tugas: 
l. koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah; 
2. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan 

APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 
3. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD; 
4. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD; 
5. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan 
6. memimpin TAPD. 

Pejabat Perangkat Daerah terdiri atas: 
1. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; 
2. kepala SKPKD selaku PPKD; dan 
3. kepala SKPD selaku PA 

Pasal 6 

I. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

2. Selain kewenangan di atas, terdapat kewenangan lain yaitu paling sedikit 
menetapkan bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran 
pembantu, bendahara bantuan operasional sekolah, bendahara BLUD, 
bendahara unit organisasi bersifat khusus dan/ atau bendahara khusus lainnya 
yang diamanatkan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 5 
Dalam melaksanakan kekuasaan Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau 
seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan 
Oaerah kepada Pejabat Perangkat Oaerah dengan memperhatikan sistem 
pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara 
yang mernerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang. 
Pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. 
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Pasal 11. . 

g. menyiapkan pelaksanaan ..... 
g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama 

pemerintah daerah; 
h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 
1. menyajikan informasi keuangan daerah; dan 
j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam ha! penerimaan dan 

pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan, tidak dilakukan melalui RKUD. 

2. Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu: 
a. mengelola investasi; 
b. menetapkan anggaran leas; 
c. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D; 
d. membuka rekening Kas umum daerah; 
e. membuka rekening penerimaan; 
f. membuka rekening pengeluaran; dan 
g. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD. 

Pasal 10 
1. PPKD sebagaimana dimaksud Pasal 9 dalam melaksanakan fungsinya selaku 

BUD berwenang: 
a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 
b. mengesahkan DPA-SKPD; 
c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 
d. petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas 

daerah; 
e. melaksanakan pemungutan pajak daerah; 
f. menetapkan anggaran kas dan SPD; 

Bagian Ketiga 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

Pasal 9 
Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan unsur 
penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan 
pengelolaan keuangan daerah. Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas: 
1. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; 
2. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan 

APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 
3. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda; 
4. melaksanakan fungsi BUD; dan 
5. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan. 

2. Koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan tugasnya 
bertanggung jawab kepada kepala daerah. 

3. Koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan terkait dengan 
peran dan fungsi sekretaris daerah membantu Kepala Daerah dalam menyusun 
kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah 
termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah. 
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c. menyiapkan . 

Pasal 13 
I. Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD sebagaimana dimaksud Pasal 12 Ayat 3 

mempunyai tugas: 
a. menyiapkan anggaran leas dilakukan dengan menghimpun dan menguji 

anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk ditetapkan oleh BUD; 
b. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang 

menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas 
investasi; 

1. PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada kepala 
daerah untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD. 

2. Kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 
3. Kuasa BUD mempunyai tugas: 

a. menyiapkan anggaran kas; 
b. menyiapkan SPD; 
c. menerbitkan SP2D; 
d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank 

dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; 
e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan 

APBD; 
f. menyimpan uang daerah; 
g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan 

investasi; 
h, melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas Beban APBD; 
1. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah; 
J· melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah dan; 
k, melakukan penagihan piutang daerah. 

Bagian Keempat 
KuasaBUD 

Pasal 12 

Pasal 12 
1. Pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat 2 memperhatikan 

perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/ atau manfaat lainnya sebagai akibat 
langsung dari investasi tersebut. 

2. Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari kewenangan 
SKPKD, SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dapat 
melaksanakan pengelolaan investasi. 

Pasal 11 
Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud Pasal 
10 Ayat 1 dipisahkan dari kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan pemungutan pajak daerah. 

9 



Pasal 16 . 

2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: 
a. menyusun anggaran kas SKPD; 
b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah; 
c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); 
d. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial; 
e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas 

penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan kctentuan peraturan 
perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum 
Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan 
Pengeluaran Daerah tersebut; dan 

f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya 
kepada PPKD selaku BUD. 

Pasal 14 
l. Kepala daerah atas usu! BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa 

BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang 
dikelola, be ban kerja, lokasi, dan/ atau rentang kendali. 

2. Pertimbangan atas besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, 
dan/atau rentang kendali yang kriterianya ditetapkan kepala daerah. 

Bagian Kelima 
Pengguna Anggaran 

Pasal 15 
1. Kepala SKPD selaku PA sebagaimana dimaksud Pasal 6 Ayat 3 mempunyai 

tugas: 
a. menyusun RKA-SKPD; 
b. menyusun DPA-SKPD; 
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

anggaran belanja dan/ a tau pengeluaran pembiayaan; 
d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 
e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 
f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 
g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas 

anggaran yang telah ditetapkan; 
h. menandatangani SPM; 
i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD 

yang dipimpinnya; 
j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; 
k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 
1. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD; 
m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka 

pengelolaan keuangan daerah; dan 
n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan 
pengeluaran yang tidak melalui RKUD. 

2. Kuasa BUD bertanggungjawab kepada PPKD selaku BUD. 
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Pasal 20 . 

Pasal 19 
1. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, Pengguna 

Anggara sebagai mana dimaksud Pasal 6 Ayat 3 bertindak sebagai pejabat 
pembuat komitmen sesuai dengan kctentuan peraturan perundang-undangan. 

2. PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh 
pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat 
pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

3. Pengguna Anggara bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan 
wewenangnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. 

Pasal 18 
Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 17 mengelola utang dan 
piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya merupakan 
akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD. 
1. Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai akibat: 

a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya; 
b. hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa 

menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 
dan 

d. kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus dianggarkan pada 
APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban tersebut sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat: 
a. perjanjian atau perikatan; 
b. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 

dan 
d. piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Dalam ha! dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan wewenang 
melaksanakan pemungutan pajak daerah PA melaksanakan pemungutan pajak 
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 17 

1. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) sebagaimana dimaksud Pasal 6 
Ayat 3 mempunyai wewenang, meliputi: 
a. menandatangani dokumen pennintaan pengesahan pendapatan dan belanja 

atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan 
pcrundang-undangan. 

b. Menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); 
c. Menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial; 
d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka 

pengelolaan keuangan daerah; dan 
e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara 

Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

Pasal 16 
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Pasal 25 . 

Pasal 24 
Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak 
sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

PasaJ 23 
Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit SKPD selaku 
KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS. 

Pasal 22 
DaJam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan 
SKPKD, PA dapat melimpahkan kewenangannya memungut pajak daerah kepada 
KPA. 

1. PA sebagaimana dimaksud Pasal 6 Ayat 3 dapat melimpahkan sebagian 
kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran 
(KPA). 

2. Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran anggaran 
kegiatan/sub kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali. 

3. Pertimbangan besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan dilakukan oleh SKPD 
yang mengelola besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan yang kriterianya 
ditetapkan oleh kepala daerah. 

4. Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali dilakukan terhadap SKPD yang 
membentuk Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan/atau kelurahan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

5. Pelimpahan scbagian kewenangan ditetapkan oleh kepala daerah atas usul 
kepala SKPD. 

6. PeHmpahan sebagian kewenangan meliputi: 
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran 

belanja; 
b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya; 
c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 
d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain daJam batas 

anggaran yang telah ditetapkan; 
e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 
f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan 
g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 7. Dalarn melaksanakan tugas KPA bertanggung jawab 
kcpada PA. 

Bagian Keenam 
Kuasa Pengguna Anggaran 

Pasal 21 

Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris Daerah dapat melimpahkan 
pada kepala bagian selaku KPA untuk melakukan pengelolaan keuangan. 

Pasal 20 
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2.PPTK bertugas . 

Pasal 28 
1. PA/KPA sebagaimana dimaksud Pasal 21 dalam melaksanakan kegiatan/sub 

kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK. 

BAB III 
PEJABAT PELAKSANA TEKNlS KEGlATAN 

Bagian Pertama 

Pasal 27 
Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih pelimpahkan sebagian 
tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA. 

Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA mempunyai tugas: 
a. menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus; 
b. menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus; 
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran 

belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan; 
d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang 

dipimpinnya; 
e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 
f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 
g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas 

anggaran yang telah ditetapkan; 
h. menandatangani SPM; 
i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang 

dipimpinnya; 
J. menyusun dan menyampajkan laporan keuangan unit organisasi bersifat 

khusus yang dipimpinnya; 
k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang 

dipimpinnya; 
I. menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD; 
m. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang 

dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan 
n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan. 

Pasal 26 

Pasal 25 
KPA sebagaimana dimaksud Pasal 21 yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat 
Komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan 
bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

13 



Bagian Ketiga . 

PasaJ 33 
1. Verifikasi oleh PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 Ayat 5 

dilakukan dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan. 
2. Selain melaksanakan tugas dan wewenang pada Ayat 1, PPK SKPD 

melaksanakan tugas dan \\ ew enang lainnya yaitu. 
a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti 

kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya; 
b. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian 

kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan; dan 
c. menerbitkan surat pemyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP­ 

UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai 
dasar penyiapan SPM. 

3. Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang berrugas membantu PPK-SKPD 
untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan SKPD. 

Bagi.u1 Ke<lua 
Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD 

Pasal 32 

1. Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD melaksanakan fungsi tata 
usaha keuangan pada SKPD. 

2. Pada SKPKD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai 
ruang lingkup tugas dan wewenang di SKPKD 

3. Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata 
usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang BLUD . 

4. PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas 
melakukan pemungutan pajak daerah dan retibusi daerah, Bendahara 
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Khusus, dan/atau 
PPI'K. 

5. PPK SKPD mempunyru tugas dan wewenang: 
a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti 

kelengkapannya vang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran; 
b. menyiapkan SPM; 
c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan 

dan Bcndahara Pcngcluaran; 
d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan 
e. menyusun laporan keuangan SKPD. 

e. Dalarn ha1 tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, 
PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsiona1 selaku PPI'K yang kriterianya 
ditetapkan oleh kepala daerah. 

r-. Pf'c:1,:w.r:1? d.~N }':1~[! ~P!?rl!?d!?ki j~h-:.r--:.n ~tn1kn1r~1 mr-rupakan j)("j::lh~t sarn 
tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan 
manajeria1 dan berintegritas. 

d. Dalam hal PA melimpahan kepada ~A, PPTh. merupakan Pegawai ASN yang 
menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA dan/atau memiliki 
kernampuan manejerial dan berintegritas. 
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8. PPK Unit . 

1. Dalam hal PA melimpahkan sebagian tugasnya kepada KPA, PA menetapkan 
PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit 
SKPD. 

2. Penetapan PPK Unit SKPD didasarkan atas pertimbangan: 
a. Besaran anggaran yang berlaku untuk biro pada provinsi dan bagian pada 

kabupaten/kota di lingkungan Sekretariat Daerah; 
b. rentang kendali dan/atau lokasi; 
c. dibcntuknya unit organisasi bersifat khusus yang mernbcrikan layanan 

secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan 
dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

3. PPK Unit SKPD mempunyai tugas dan wewenang: 
a. melalrukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya 

yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; 
b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-1..S, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang 

diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; dan 
c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan 

pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu. 
4. Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan SPP-TU dan 

SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu. 
5. Verifikasi dilalrukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan laporan 

pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara 
Pengeluaran Pembantu. 

n. Selain melaksanakan rugas pada angka :-l, PPK Unit 8KPD melaksanakan tugas 
Jainnya meliputi: 

a. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian 
kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan 
pembantu/Bendahara lainnya; dan 

b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-TU 
dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM. 

7. PPK unit SKPO pada unit organisasi bersifat khusus mempunyai rugas meliputi: 
a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti 

kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, Bendahara 
Pengeluaran Pembantu dan Bendahara lainnya; 

b. menerbitkan surat pemyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP­ 
UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai 
dasar penyiapan SPM; 

c. menyiapkan SPM; 
d. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan, 

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara lainnya; 
e. mela.ksanakan fungsi a.kuntansi pada unit SKPD khusus; dan 
f. mcnyusun laporan keuangan unit SKPD khusus. 

Bagian Ketiga 
Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD 

Pasal 34 
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Pasal 37 . 

Pasal 36 
1. DaJam ha! PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, kepaJa 

daerah dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pernbantu pada Unit SKPD 
yang bersangkutan. 

2. Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD diusulkan oleh kepala SKPD 
kepada kepala daerah melalui PPKD. 

3. Bendahara Penerimaan Pembantu merniliki tugas dan wewenang sesuai dengan 
lingkup penugasan yang ditctapkan k.cpala daerah. 

4. Tugas dan wewenang Bendahara Penerimaan Pembantu sesuai dengan lingkup 
penugasan paling sedikir rneliputi: 
a. menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka 

pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD, kecuali untuk 
transaksi sccara clcktronik; 

b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui 
RKUD; 

c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh 
Kepala Daerah; 

d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang ditcrima dengan jumlah yang 
telah ditetapkan; 

e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang 
diterimanya; dan 

f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan 
pendapatan daerah. 

Bagian Keempal 
Bendahara Penerimaan 

Pasal 35 
1. KepaJa daerah menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas 

kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD 
dan SKPKD atas usul PPKD selaku BUD 

2. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, 
menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan 
memperLanggungjawabkan pendapatan daeruh yang diterirnunya. 

3. Selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara Penerimaan memiliki tugas 
dan wewenang lainnya paling sedikiL yaitu: 
a. rneminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melaJui 

RKUD; 
b. mclakukan vcrifikasi dan rckonsiliasi dcngan Bank yang ditctapkan olch 

Kepala Daerah; 
c. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang 

tclah ditctapkan; 
d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang 

diterimanya; dan 
e. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembaJian kelebihan 

pendapatan daerah. 

8. PPK Unit SKPD merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan strukrural 
untuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan unit SKPD. 

9. Kepala Unit SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK 
Unit SKPD. 
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e.meneliti . 

I. PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengcluaran kepada kepala daerah. 
2. Kepala daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan rugas 

kebendaharaan dalam rangka pela.ksanaan anggaran belanja dan/atau 
pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD. 

3. Bendahara Pengeluaran memiliki Lugas Jan wewenang: 
a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP 

TU, dan SPP LS; 
b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU; 
c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya; 
d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

Bagjan Kelima 
Bendahara Pengeluaran 

Pasal 40 

.. !'°'.:.b~-;;·a.i ~,-w15 bcrtugas mcmbantu ncndahara Penerimaan disebut Pembantu 
Bendahara Pcneriroaan. 

Pasal 38 
I. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat 

laporan pertanggungjawaban sccara fungsional atas penerimaan pada SKPD dan 
disampaikan kepada PPKD selaku BUD. 

2. Bendahara Pener'imaarr Pembanru be.rta.1l~UJ1g jawab secara fw1gsional dengan 
membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada 
unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Penerimaan. 

Pasal 39 
1. Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan pegawai yang 

bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan efektivitas 
pengelolaan pendapatan daerah. 

2. Pegawai yang bcrtugas membantu Bendahara Penerimaan melaksanakan tugas 
dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD. 

3. Peg:iwai yang bertugas rnembanru Bendaharn Penerimaan dalarn melaksanakan 
tngasnya bertanggungjawab kepada Bendahara Penerimaan. 

Pasal 37 
1. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung 

jawab secara administratif dan fungsional. 
2. Bendahara Penerimaan bertanggungjawab secara administratif dengan membuat 

laporan J)(!J tanggungjawaban secara ac.ln.iin.istn;.tif atas penerimaan pada SKPD 
dan disampaikan kepada PA. 

3. Bcndahara Penerimaan Pcmbanru bcrtanggung jawab sccara administratif 
dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas 
penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA. 
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e. menyiapkan dokumen . 

Pasal 43 
Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 42 rnerniliki rugas dan wewenang lainnya meliputi: 
a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala 

Daerah; 
b. memeriksa kas secara periodik; 
c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik 

dari bank; 
d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau 

hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan 

Pasal 42 
1. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala daerah atas 

usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu. 
2. Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas pertimbangan: 

a. besaran anggaran; 
b. rentang kendali dan/atau lokasi; dan 
c. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi: 
d. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS; 
e. menerima dan menyimpan pelirnpahan UP dari Bendahara Pengeluaran; 
f. menerima dan menyimpan TU dari BUD; 
g. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya; 
h. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan kctcntuan 

peraturan perundang-undangan; 
1. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran: 
j. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 
k. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan 

laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara 
Pengeluaran secara periodik. 

Pasal 41 
Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 40 melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi: 
a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah; 
b. memeriksa kas secara periodik; 
c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari 

bank; 
d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil 

pemeriksaan internal dan ckstcmal; 
e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat 

koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan 
f. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang 

melaksanakan fungsi BUD. 

g. memungut dan meuyetorkau pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 
f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan 

laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; 
dan 
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Pasal 45 
1. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Peogeluaran dilarang: 

a. melakukan aktrvitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan 
jasa; 

b. bcrtindak sebagai penjamin atas kcgiatan pckcrjaan dan/atau pcnjualan 
jasa; 

c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas 
nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan 

d. larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu, 
Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus. 

Pasal 44 
1. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan 

bertanggung jawab sccara administratif dan fungsional. 
2. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif dengan 

m.embuat laporan pertanggu.ngjawaban secara administratif atas pengeluaran 
pada SKPD dan disampaikan kepada PA. 

3. Rendnhnrn Pengeluarnn pernbanru bertanggung jawab secara ndrmnisrratif 
dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas 
pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA. 

4. Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara fungsional dengan membuat 
laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada SKPD 
dan disarnpaikan kepada PPKD selaku BUD. 

5. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan 
membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran 
pada unit SKPD dun disampaikan kepada Bcndahara Pcngcluaran. 

6. Kepala SKPD atas usu! Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai 
yang bertugas mernbantu Bendahara Pengeluaran untuk rneningkatkan 
efektivitas pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan. 

7. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas 
dan wewenang scsuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD. 

8. Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab kepada 
Bendahara Pengeluaran. 

Pasal 43 

1. Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan 
bendahara unit organisasi bersifat khusus. 

2. Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki rugas dan wewenang setara 
dengan Bendahara Pengeluaran. 

:'\. Be-ndnhnrn Pengelunrnn Pemhanru ~nm ndrniriisrrnrif bermnggung jawnb ams 
pelaksanaan tugasnya kepada KPA. 

e. menyiapkan dokumcn surat tanda setoran alas pengembalian bclanja akibat 
koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan ekstemal pada tahun berjalan. 
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Ditetapkan di Biak 
pada tanggal 11 Mei Tahun 2021 

BUPATI BIAK NUMFOR 

CAP/ITO 

HERRY ARIO NAAP 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Biak 
Numfor. 

BAB VI 

PENUTUP 
Pasal 47 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak ditetapkan. 

1. Dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang 
dipimpin oleh Sekretaris Daerah. 

2. TAPD beranggotakan terdiri atas: 
a. pejabat perencana daerah, 
b. PPKD, dan 
c. pcjabat pada SKPD lain sesuai dcngan kebutuhan. 

3. TAPD mempunyai tugas: 
a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah; 
b. menyusun dan mernbahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA; 
c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS; 
d. melakukan verifikasi RKA-SKPD; 
e. menyusun dan membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, 

dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 
f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban 

APBD; 
g. melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan perubahan DPA­ 

SKPn; 
h. menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA; 

dan i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang undangan. 

1. dalam melaksanakan tugas TAPD dapat melibatkan instansi sesuai dengan 
kebutuhan. 

BAB IV 
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) 

Pasal 46 

2. Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, 
Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan 
terhadap kcgiatan, sub kegiatan, Lindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang 
berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD. 
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SEMUEL RUMAIKEUW, S ' 
NIP. 19730508 200112 1 004 

ya, 

Diundangkan di Biak 
Pada tanggaJ 11 Mei Tahun 2021 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BIAK NUMFOR 

CAP/TTD 
MARKUS 0. MANSNEMBRA 

22 



NO NAMA PERANGKAT DAERAH 

1 Sekretariat Daerah 

2 Sekretariat DPRD 

3 Inspektorat 
4 Dinas Kesehatan 

5 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

6 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

7 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

8 Dinas Komunikasi dan Informatika 

9 Dinas Perhubungan 

10 Dinas Perikanan 
11 Dinas Pariwisata 
12 Dinas Sosial 

13 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
14 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

15 
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 
Berencana 

16 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung 

17 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

18 Dinas Lingkungan Hidup 
19 Dinas Tenaga Kerja 
20 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman 

21 Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
22 Dinas Pemuda dan Olah Raga 
23 Satuan Polisi Pamong Praja 
24 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
25 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

- - 
26 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
27 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
28 Badan Kesatuan Bangsa dan Politi.le 
29 Badan Pendapatan Daerah 

PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR 
NOMOR 22 TAHUN 2021 
TAl"lGGAL 11 MEI TAHUN 2021 

LAMPIRAN 



- SEMUELRUMAIKEUW,SH 
NIP. 19730508 200112 1 004 
---·~ 

CAP/TTD 

MARKUSO.MANSNEMBRA 

SEKRETARIS DAERAH KAB. BIAK NUMFOR 

BUPATI BIAK NUMFOR 

CAP/TTD 

HERRY ARIO NAAP 

NO NAMA PERANGKAT DAERAH 

30 Distrik Bia.le Kota 
31 Distrik Samora 
32 Distrik Yendidori 
33 Distrik Biak Sarac 

34 Distrik Swandiwe 
35 Distrik Biak Utara 
36 Distrik Andey 
37 Distrik Yawosi 
38 Distrik Warsa 

- 
39 Distrik Bondifuar 
40 Distrik Biak Timur 
41 Distrik Oridek 
42 Distrik Padaido 
43 Distrik Aimando 
44 Distrik Numfor Timur 
45 Distrik Numfor Barat 
4G Disuik Orkeri 
47 Distrik Poiru 
4~ Drstrik Bruyadon 
49 Rumah Sakit Umum Daerah Biak (OPD Bersifat Khusus) 


